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Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 122 ayat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembe

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun §§{¥3 tentang K

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengg

NOMOR @ 2 T4BUN 2812

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

TAHUN 2013

BUPATI LUWU,

. bahwa dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bﬁ?&‘% Luwu

Tahun 2013 dalam pelaksanaannya memeriukan dani yang
besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggara

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah
membentuk dana cadangan guna mendanai kegiata
penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam sat
anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wak
Luwu Tahun 2013;

Daerah-daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 1822); .

Negara (Lembaga Negara Ripublik Indonesia Tahu
Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik In
Nomor 42886};

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind¢nesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendah araan

Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);




10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang P

13.

i2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara {%&%%}%ﬁg
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teniang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Ta
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Peme intahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu) 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Inionesia
Nomor 4437), sebagaimana yang telah diubah dengan | ndang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tantang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2005 Tenlang Perubahan Undang-unda %‘%{i%‘%%ﬁé‘

32 Tahun 2004 tentang ?ng’%% Daerah %’é’%ﬁ%’é&% %%%%ésgg»«

Nomor ’g}% Tambahan Lembaran Negara Republik é
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Penerintah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Non

indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran |,
Republik Indonesia Nomor 5234);

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

{éﬁﬁ‘%&%“ég Negara §$§§3§§§ Indonesia Tahun 2008
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sandar

§§€§§%§§§ Pemerintahan %ﬁs{%%ﬁﬁg Negara Republik %ﬁm

Nomor 137, Tambahan iﬁ%ﬁzg Negara Republik Indinesia
Nomor 4575)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tzntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Re jublik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Re)ublik
indonesia Nomor 4503);




DEWAN

Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyele:
Pemerintahan Daerah.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008

E

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang |

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Ir
Nomor 45835,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang P
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan L
Negara Republik indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pe

dan Wakil Kepala Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K
Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Poko
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pe
Daerah Kabupaten Luwy;

21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang An¢garan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
Dengan Persetujuan Bersama
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2013

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1




»

Bupati adalah Bupati Luwu.

Wakil Bupati adaiah Waildl Bupati Luwu,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkat DPRD adala
Perwakilan iﬁ%ﬁ?&% Daerah Kabupaten Luwu.

penyelenggara pemilihan Bupatli dan Wakil Bupati.

Pemilihan Bupatl dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan i
wilayah Kabupaten Luwu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Repubiik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daer

satuan kerja §%§§§§§§ keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjuinya disingkat Kuasa BUD adalah
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian tugas bendahara umum daera
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan vyang
memeriukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun

BAB H
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan
membiayal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 201 yang
kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi pada 1 (safu) {ahun anggaran.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu
Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi -

a. Masa persiapan;

b. Tahap pelaksanaan; dan
¢. Penyelesaian
Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi

a. Pembentukan dan Pelantikan Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Pemungutan Suara (PPS);

anitia

b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi -
a. Pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih;

b Pencalonar
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¢. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

d. Kampanye,
e. Pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
f.  Penetapan hasil pemilihan.
{5) Penyelesaian s{ébagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, meliputi :
a. Penyampaian perselisihan Pemilukada kepada Mahkamah Konstitusi:

b. Penyefesaia@n perselisihan hasil Pemilukada;

¢. Penyampaian hasil Pemilukada;

d. Laporan hasil pelaksanaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan
Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan;

e. Pemeliharaan Arsip dan Dokumen Pemilukada;

f.  Pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutar
(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai

g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelal sanaan
Pemilukada; dan

h. ?er’canggwgg}awaban anggaran Pemilukada.

BAB I
PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 3

(1) Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk membiayai program atau kegia
berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapka
Peraturan Daerah ini. '
(3) Penggunaan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran, menjadi per
pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IV
PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Penganggaran Dana Cadangan dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiaya:
rekening Pembentukan Dana Cadangan.

pada




BABV
JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

(1) Jumiah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Milya
Ratus Juta Rupiah) dan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2012;

Lima

pada
ntuan

(2)  Kekurangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 diangga
kelompok belanja sesuai dengan program/kegiatan dan didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 8

Dana Cadangan dicukupi dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dan f
Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibata ;i
pengeluaran tertentu

BAB VI
PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana C dangan
Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD.

(2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan keg
di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(3) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud da%am’
ayat (1), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Ka
Daerah. ‘

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejum
Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan deng:
perintah pemingfahbukuan oleh BUD Atas persetujuan PPKD.

(6) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadanaan yang
masih tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke rek
Umum Daerah.

Pasal 8

(1)  Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadang
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut ditempatkan dalam
pada bank milik pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rend

(2) Penerimaan hasil bunga deposito rekening Dana Cadangan dan penempata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumiah Dana Cadangan.
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Pasal &

Pencairan Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke rekining Kas
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dianggarkan dalim APBD
pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiavaan, objek pencaian Dana
Cadangan.

BAB viil
AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10
(1) Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan peraturan undang-
undangan yang berlaku.
(2) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan laporan

pertanggungjawaban APBD,

BAB iX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menge ai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 13
BUPATI LUwuy,

ttd
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa

pada tanggal 13 igustus 2812

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUwWuy,
ﬁ"‘ef \

&

#
7

E

Wik, .
SYAIFUL ALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012 NOMOR 49
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PENJELASAN

ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2812

TENTANG
PENJELASAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU

L UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe

" erintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan {igésfég«gﬁéagg
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang g@iﬁ%’%ﬁi‘ 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 ’%‘%&ﬁ 2004

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang P
Keuangan Daerah, Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran Pelaksanaan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dai:
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan ?&ﬁagggﬁi

emilihan
Negeri
jawaban

Belanja ?éi’;ziigzgs Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ?%?3%&%‘3@ Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan euangan
Daerah 3%§3§3§§§3§& telah sebagaimana telah diubah dengan ?%;‘323; Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturah Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan uangan
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 20 ) tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, Pemerintah D h dapat
membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yanag k dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Guna &gﬁﬁzagai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupalen Luwu
Tahun 2013 yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun nggaran,
maka Pemerintah Kabupaten Luwu periu membentuk dana cadangan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipanding periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Bupati dan Wakil Szg;a%z Kabupaten Luwu Tahun 2013.




ll. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3 ‘

Cukup §$§§$
Pasal 4 |

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup ;%%3%
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup §$§3§
Pasal 9 ;

Cukup jelas
Pasal 10 |

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas

il
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